BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka di dalam penelitian ini

disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Korporasi sangat mendesak (exrimely urgent) direformasi guna
mensistematisasi penegakannya secara integral, dalam mewujudkan kepastian
hukum yang berkeadilan, karena setelah dianalisa dan dikritisi bagian demi
bagian, ditemukan ada anomali berupa “kendala Konstitusional”, “kendala
Perundang-undangan”, dan “kendala penerapan Model Pertanggungjawaban
pidana korporasi” yang menjadi “causa causae est causa causati” (penyebab
dari suatu penyebab yang menjadi penyebab dari penyebab berikutnya) hingga
penegakan hukum pidana korporasi menjadi fragmenter (terkotak-kotak) dan
instansi sentris, yang berimplikasi krisis di mana korporasi pelaku tindak pidana
sangat sedikit yang dapat diproses hingga ke Pengadilan:

a. Kendala Konstitusional tersebut yakni adanya pergeseran dan perubahan norma
dan makna Badan-Kehakiman dalam “arti luas” pada Pasal 24 Undang-undang
Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi Badan Kehakiman dalam “arti sempit” dalam
Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI
1945) sesudah perubahan. Terlebih dalam Pasal 24 ayat (3) UUDNRI 1945
perubahan Keempat secara eksplisit menegaskan ‘“Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

undang”, sehingga tidak boleh dalam bentuk peraturan hierarki dibawahnya.

357



358

Perubahan dan pergeseran norma itu mengakibatkan Lembaga Mahkamah
Agung R.I. tidak dimungkinkan (berwenang) lagi untuk mengintegrasikan
fungsi seluruh Lembaga Penegak Hukum lainnya (Badan Penyidikan dan Badan
Penuntutan) menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi, terkecuali
khusus hanya terhadap Lembaga Peradilan dibawahnya (Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).
Temuan “kendala Perundang-undangan” terdapat dalam Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana “kekuasaan
kehakiman” hanya dapat diidentikkan dengan “kekuasaan peradilan/kekuasaan
mengadili, yakni ‘kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan dalam badan-
badan peradilan mulai Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, berarti
tidak termasuk Badan Penyidikan  Kepolisian, Badan Penuntutan di
Kejaksaan, KPK, termasuk Advokat.

Ditemukan juga “kendala perundang-undangan” dalam Pra (calon)
Paradigma Baru Hukum Pidana Korporasi Formil yaitu PERMA Nomor 13
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh
Korporasi, di mana tujuan awal pembuatan PERMA tersebut diharapkan dapat
mengisi kekosongan hukum acara pidana atau sebagai alat (tool) pedoman bagi
seluruh penegak hukum dalam penegakan perkara pidana korporasi

Walaupun PERMA 13/2016 memiliki sisi positif sebagai Pra (calon)
Paradigma Baru karena sangat revolusioner (berubah secara mendasar),
ternyata setelah dianalisa lebih mengakar (radikal) secara teoritis, dari sebuah
“teks hukum” kedalam “teks ilmu pengetahuan hukum” sehingga didapati

pemahaman secara logis dan objektif (ilmiah menurut hukum), guna melihat
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kebenaran janji (tujuan) PERMA dapat dijadikan pedoman dan prosedur yang
berdayaguna dan berhasilguna menegakkan lebih seratus hukum pidana
korporasi materil oleh semua lembaga penegak hukum. PERMA 13/2016
menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan belum memenuhi Kkriteria
peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana berikut:

Ditinjau dari perlunya “keteraturan atau ketertiban” dalam usaha pembangunan
atau reformasi hukum, maka dari perspektif “Asas Lembaga/Pejabat Pembuat
(Aspek pembuat) Yang Tepat Menurut Undang-undang”, yang bertujuan
mensistematisasi dan mengintegralkan Hukum Acara Pidana Korporasi (formil)
di semua Lembaga Penegak Hukum, ditemukan “ketidakharmonisan/
ketidakselarasan/ketidaktepatan” yang tidak memungkinkan Mahkamah Agung
menjadi Lembaga/Pejabat pembentuk (aspek pembuat) yang tepat melalui
PERMA 13/2016, pengaruh pergeseran pengertian kekuasaan kehakiman pada
Pasal 24 UUD 1945 menjadi Pasal 24 UUDNRI 1945 (setelah perubahan) dan
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Ditinjau dari “Jenis Hierarki dan Materi Muatan” PERMA 13/2016 juga tidak
tepat lagi, karena Pasal 24 ayat (3) UUDNRI 1945 menegaskan “pengaturan
badan/lembaga lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman™ hierarkinya
harus setara Undang-undang, sedangkan PERMA 13/2016 berada dibawah
Undang-undang. Maka dengan sendirinya PERMA 13/2016 hanya berlaku di
lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung dengan kata lain hanya

menjadi bagian dari hukum acara pidana korporasi yang fragmenter saja.
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3)

Masing-masing jenis dan hierarki perundang-undangan tidak boleh saling
bertentangan dan tidak dapat memuat materi yang bukan jenis dan hierarkinya.
Ketidaktepatan lainnya menyangkut materi muatan yang mendefenisikan
Tindak Pidana, Perumusan Sanksi dan Daluwarsa tidak pada tempatnya dalam
Hukum Acara Pidana Korporasi (formil), tetapi seharusnya merupakan
domain Hukum Pidana Korporasi Materil, serta hanya dapat ditempatkan
dalam hierarki Undang-undang, PERDA Provinsi, dan PERDA
Kabupaten/Kota.

Demikian juga temuan dalam Hukum Pidana Korporasi Materil ius
constituendum RUUKUHP 2015, walaupun sudah banyak pembaharuan yang
sangat revolusioner (berubah sangat mendasar/substansial) dengan dimuatnya
Pilar-pilar hukum pidana korporasi materil secara lengkap, tapi Model
pertanggungjawaban pidananya masih perlu direformasi dari Model “Teori
Identifikasi”, direformasi secara lebih tegas seperti di Amerika Serikat dengan
“Teori Agregasi (Doctrine Aggregation)”. Dengan Teori Aggregasi tersebut,
maka merumuskan kesalahan dan mens rea korporasi menjadi lebih mudah,
untuk mana apapun perbuatan para pengurus/direksi dan agen-agen yang
memiliki hubungan dengan perusahaan harus dinyatakan langsung dianggap
sebagai niat jahat (mens rea) korporasi, dengan demikian korporasi direkayasa
sosial (social engineering) patuh terhadap kode etik dan asas-asas berusaha
yang baik (good corporate governance) dan hukum pidana korporasi.

Rasio filosofis hukum pidana korporasi juga urgen direformasi, sebab hukum
(das sollen) sering kali diaplikasikan secara kaku dengan mendikotomikan

“kepastian hukum” an sich atau “keadilan” an sich sehingga terlalu



361

mengawang-awang (abstrak). Hukum menjadi “teks-teks hukum (lex scripta)”
yang sulit dipahami oleh korporasi dalam kegiatan usahanya. Untuk itu urgen
ditransformasi agar lebih membumi (das sein) dengan filosofi “kepastian
hukum yang berkeadilan (equitabel legal certainty), sehingga ada
keseimbangan yang nondiskriminatif perlakuan atas semua Subjek hukum
(Orang/Negara), dan tercipta elastisitas (ketidakkakuan) dalam Penegakan
hukum pidana korporasi melalui “Mediasi Penal”.

Bagi korporasi “Kepastian hukum” dan “keadilan” adalah merupakan

“dua sisi mata uang, artinya di mana ‘“kepastian hukum” hadir, di situ
“keadilan” harus ada. Sebaliknya di mana ‘“keadilan” hadir maka di situ
“kepastian hukum” juga berada. Kepastian hukum berkeadilan lebih
diaplikasikan secara sistematis dan integral dengan “Mediasi Penal” dan tidak
menjadi abstrak tapi lebih nyata (membumi).
Reformasi politik hukum pidana penegakan pertanggungjawaban pidana
korporasi digagas untuk mensistematisi dan mengintegrasikan penegakan lebih
dari seratus hukum pidana pidana korporasi materil dengan hukum acara pidana
korporasi formil (PERJA, PERMA, KUHAP) vyang fragmenter (terkotak-
kotak/instansi sentris), yang telah memasuki siklus/periode anomali dan krisis
tidak berdayaguna dan berhasilguna penegakannya.

Peneliti menggagas Paradigma Baru guna mensistematisasi penegakannya
baik Substansial, Struktural, dan Kultural, hingga dapat berjalan secara
sistematis dan integral (terpadu). Tujuannya agar peraturan-peraturan yang
banyak dan beraneka warna itu, tidak menjadi hutan belukar yang sukar lagi

berbahaya diambil manfaatnya menurut para sarjana hukum, tetapi menjadi
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tanaman yang teratur dan indah dan berguna maksimal melindungi masyarakat,
khususnya mengeliminasi meningkatnya tindak pidana korporasi.

Gagasan politik hukum menyederhanakan penegakan pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dilakukan melalui
reorientasi dan reformulasi kebijakan, dengan membandingkan penegakan
model “Plea Bargaining” yang diterapkan di Amerika. Diadopsi dan
disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia, berupa “Mediasi Penal” bentuk
“Pidana Berbayar (Crime Pay)”. Korporasi diberi kesempatan mengaku
bersalah (plead guitly) atau tidak bersalah (not guilty) hanya pada tahap
Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan. Korporasi yang bersalah tetap
dihormati jika secara jujur mengakui kesalahannya (plead guilty) dengan
pemberian sanksi pidana kategori yang lebih ringan dari pidana pokoknya
karena mempermudah (koperatif) dalam proses penegakan hukum. Tetapi
tidak diperkenankan lagi “mengaku bersalah” jika sudah tahap proses
pemeriksaan Pengadilan.

Mediasi Penal bentuk ‘“Pidana Berbayar (Crime Pay) akan dijadikan
sebagai pola yang mapan (standard operating procedure) sehingga penanganan
tindak pidana korporasi menjadi “Sederhana, Singkat dan Berbiaya Ringan”.
Pengenaan sanksi penal yang diajukan dalam bentuk “sanksi denda” sesuai
Pasal 66 ayat (1) huruf d dengan kategori denda Pasal 82 RUUKUHP-2015
secara berjenjang. Dalam hal korporasi “tidak mengaku bersalah (not guilty)”
hingga proses pra-penuntutan, tetapi terbukti bersalah pada tahap
pemeriksaan di pengadilan, maka korporasi dapat dipidana berupa; Denda

maksimum, dan Pidana tambahan (alternatif) yaitu; Pidana pengganti, Tindakan



363

tata tertib, Ganti rugi, Ganti rugi terhadap korban (victim), Melakukan
perbaikan kepatuhan asas good corporate governance dan Kode etik, hingga
Pencabutan ijin dan pembubaran korporasi yang ditentukan oleh Undang-
undang, serta jika korporasi tidak mampu (mau) membayar putusan pengadilan,

pengurusnya dipidana alternatif penjara sebagai ultimum remedium.

6.2 Saran

Sesuai dengan simpulan di atas maka dalam penelitian ini disarankan sebagai

berikut ini:

1. Dengan adanya kendala-kendala Konstitusional, kendala Perundang-undangan,
dan kendala-kendala lainnya dalam Hukum Pidana Korporasi Formil dan
Hukum Pidana Korporasi Materil maka;

a. Hukum Acara Pidana Korporasi Formil agar secara holistik segera
direformasi dan hierarkinya dibuat setara dengan Undang-undang, atau
setidaknya mereformasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memformulasikan tentang prosedur
tatacara pemidanaan subjek hukum korporasi di dalam KUHAP tersebut.

b. RUUKUHP-2015 yang merupakan induk Hukum Pidana Korporasi Materil
lus Constituendum agar segera disahkan DPR dengan mempertegas Model
pertanggungjawaban pidana korporasi dengan “doktrin Aggregasi” untuk
mempermudah menentukan kesalahan dan mens rea korporasi, sekaligus
mendefenitifkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Lembaga Ad
hoc menjadi lembaga permanen khusus pemberantasan korupsi terhadap

subjek hukum Orang maupun Korporasi.
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c. Rasio filosofi hukum pidana korporasi ditransformasikan dari dikotomi
“Kepastian hukum” an sich atau “Keadilan” an sich yang sangat abstrak
menjadi “Kepastian hukum yang berkeadilan” sehingga lebih aplikatif dan
membumi.

2. Sebagaimana gagasan paradigma baru politik hukum pidana penegakan
pertanggungjawaban pidana korporasi dengan “Mediasi Penal” bentuk “Pidana
Berbayar (Crime Pay) dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang akan
datang (lus Constituendum), diharapkan akan ada integrasi (keterpaduan)
seluruh komponen-komponen substansial, struktural dan kultural sehingga
secara sistematis tercipta peradilan yang sederhana, singkat dan berbiaya ringan
yang integral (terpadu). Untuk itu disarankan agar di semua lembaga struktural
penegakan hukum segera dibuat “Divisi Khusus Penegakan Tindak Pidana
Korporasi”, untuk mana aparatnya dilatih khusus agar secara Kultural
(knowledge dan knowhow) dapat menangani tindak pidana korporasi dengan
mengikuti perkembangan hukum pidana korporasi secara holistik, termasuk

melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya.
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